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Abstract: This thesis is the result of field research (field research) in BMT Bina Insan Mandiri Branch Logawe. Data collection techniques used in this research is the method of observation and interview (interview). Furthermore, the data collected compiled and analyzed using descriptive analysis method, which collects data on Lottery Umrah in Mud}a>rabah Application in BMT Bina Insan Mandiri Branch Logawe the District Rengel District Tuban which  be accompanied with analysis to be concluded. In the study it can be concluded that, mud}a>rabah applications in products Si Berkah  (Simpanan Berangkat ke Mekah) in BMT Bina Insan Mandiri Branch Logawe the District Rengel District Tuban which ise mud}a>rabah contract, along with the results of BMT Bina Insan Mandiri done in accordance with the provisions of the initial contract product Si Berkah BMT Bina Insan Mandiri by using mud}a>rabah contract. with the percentage of profit sharing by 2% for customers and 98% for BMT Bina Insan Mandiri Branch Logawe the District Rengel District Tuban, this ratio could be taken advantage of each month or at the time of maturity. From the analysis the authors concluded that, lottery Umrah in mud}a>rabah application at BMT Bina Insan Mandiri Branch Logawe the District Rengel District Tuban are aspects maslahah and harm the social and economic viewpoints society, lottery Umrah this be done, because there is a lack of certainty refund customers in full for two million dollars to customers who follow lottery Umrah and providing gifts Umrah is a third party that BMT Bina Insan Mandiri. 
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Pendahuluan 
Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, secara tidak langsung memunculkan berbagai perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan oleh setiap masyarakat, sehingga banyak menimbulkan persoalan baru, seperti perkembangan dalam transaksi kerjasama yang terjadi antara nasabah dengan bank, yang memunculkan persoalan terhadap penetapan Hukum Islam atas transaksi yang dilakukan. Hukum Islam saat ini dihadapkan pada problematika kerjasama mud}a>rabah di perbankan syari’ah. Agama Islam mengatur kegiatan perekonomian dengan begitu kompleks melalui penanaman nilai-nilai keadilan, kejujuran dalam kehidupan dan kerelaan demi menciptakan lingkungan perekonomian yang menjunjung tinggi persaudaraan serta keadilan sosial, hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi diskriminasi sosial.​[1]​ 
Dalam akad mud}a>rabah ini, terjadi penggabungan antara sistem bagi hasil dengan undian berhadiah, padahal dalam sisi undian berhadiah mempunyai bebarapa pandangan yang kontradiktif, antara yang membolehkan, mengharamkan dan juga s}ubh}at. Rasyid Ridha mengingatkan bahwa dalil syar’i yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotere/undian berhadiah itu adalah dalil yang qath’i dilalah-nya, artinya dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharaman perjudian, sehingga tidak bisa diragukan lagi. Hanya saja ada lotere atau undian berhadiah yang diselenggarakan oleh non pemerintah dan undian yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun jika melihat mudaratnya, maka lotre dilarang oleh agama, karena mudaratnya lebih besar daripada manfaaatnya, berdasarkan kaidah hukum Islam yang artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan atau kemaslahatan”.​[2]​
Kerjasama yang berdasarkan akad mud}a>rabah, pada dasarnya adalah diperbolehkan secara hukum Islam, sedangkan hukum undian berhadiah atau lotere masih memiliki pro dan kontra mengenai hukum yang disandangnya dengan mencakup asas kemaslahatan, mudaratan dan dari sisi tata caranya. Keberadaan kerjasama dengan akad mud}a>rabah, secara tidak langung mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat, dan kerjasama ini cukup diperlukan, dengan perekonomian masyarakat secara berkala dan menjadikan masyarakat yang mandiri dalam berusaha, namun jika kerjasama ini dipadukan dengan aspek undian berhadiah/lotere maka akan memiliki penilaian yang berbeda. 
Tulisan ini bukan bermaksud untuk menjelekkan lembaga maupun menjustis hukum dalam suatu produk dan lembaga tertentu. Namun, tulisan ini hanya berkisar untuk melihat se\jauh mana praktik aplikasi mud}a>rabah yang dipadukan dengan undian berhadiah, dengan sisi bagi hasil yang mencakup sikap transparansi mengenai keuntungan yang didapat dari hasil keuntungan kerjasama. Dengan begitu, bisa dilihat sampai sejauh mana praktik perbankan syari’ah dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi keungan yang berlandaskan pada prinsip syari’ah, seperti aspek kejujuran, an-tara>d}in, keadilan, bebas dari riba dan penipuan. Hal ini karena adanya beberapa komentar yang dilontarkan oleh banyak pihak, yang meragukan kerjasama dengan akad mud}a>rabah yang dipadukan dengan undian berhadiah.
Dalam hal ini, penulis akan mencoba mengurai secara khusus salah satu produk unggulan BMT Bina Insan Mandiri Cabang Rengel Kabupaten Tuban, yaitu Produk Si Berkah (Simpanan Berangkat ke Mekah). Karena, dalam akad ini menggunakan akad yang paling banyak disukai nasabah dan yang paling banyak mendulang keuntungan bagi BMT Bina Insan Mandiri Cabang Rengel. 

Aplikasi Mud}a>rabah dalam Aspek Undian Berhadiah
Mud}a>rabah berasal dari kata al-d}arb, yang secara bahasa berarti “bepergian” atau “berjalan”, selain al-d}arb disebut juga qirad} yang berasal dari al-qard}u, berarti al-qat}’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dalam memperoleh keuntungan.​[3]​ Potongan harta diberikan kepada pengusaha agar mengelola harta dan pengusaha memberikan potongan dari laba yang diperoleh, mud}a>rabah juga memiliki pengertian muqa>rad}ah yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.​[4]​ Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi mud}a>rabah. Landasan dasar mud}a>rabah  lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Di samping itu, manusia dalam hidupnya juga diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam memberikan manfaat dan saling bekerjasama menanamkan sikap kebaikan.​[5]​ Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Ma>>idah ayat 2:
                     
Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Ma>idah: 2)​[6]​
Argumentasi dari surat ini adalah adanya kata yad}ribu>n yang sama dengan akar kata mud}a>rabah  yang berarti “melakukan suatu perjalanan usaha”. Sedangkan  dalam al-Qur’an surat al-Jumu’ah ayat 10 menyatakan:                                                                                     
                  
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT, dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. al-Jumu’ah: 10)​[7]​
Pada dasarnya, terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian mud}a>rabah. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Menurut Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mud}a>rabah adalah: “akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di-tija>rah-kan.” Hal ini dilakukan dengan akad antara dua belah pihak yang saling menanggung, dengan bagian keuntungan yang telah disepakati. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, berpendapat bahwa mud}a>rabah ialah akad antara dua belah pihak dimana pihak yang satu mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.​[8]​
Menurut Umer M Chapra sebagai tokoh kontemporer menjabarkan mud}a>rabah sebagai bentuk kemitraan, dimana salah satu mitra yang disebut s}a>hib al-ma>l sebagai penyedia sejumlah dana tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif. Sedangkan mud}a>rib sebagai mitra yang bertindak menyediakan keahlian usaha dalam bidang manajemen yang menjalankan perdagangan dan industri dengan tujuan mendapatkan laba (keuntungan).​[9]​ Setelah diketahui beberapa pengertian mud}a>rabah yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa mud{{a>rabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Dengan prinsip saling tolong-menolong memberikan manfaat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.​[10]​
Secara umum mud}a>rabah  terbagi atas dua jenis: mud}a>rabah mut}laqah dan mud}a>rabah muqayyadah. Mud}a>rabah mut}laqah merupakan kerja sama antara pemilik dana (s}a>hib al-ma>l)  dan mud}a>rib yang cakupannya sangat luas. Karena pemilik dana (s}a>hib al-ma>l) tidak memberikan batasan dengan spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tertentu dalam mengelola investasi, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasi. Dengan kata lain, mud}a>rib mempunyai hak dan kebebasan dalam menginvestasikan dana nasabah ke berbagai sektor atau mengelola sendiri bisnis sesuai ketentuan syari’ah yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.​[11]​
Sedangkan mud}a>rabah  muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara s}a>hib al-ma>l dengan mud}a>rib  yang mempunyai lingkup pembatasan pada jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya campur tangan dari pemilik modal kepada pengelola usaha (mud}a>rib) meskipun tidak secara keseluruhan, pembatasan ini mencerminkan kecenderungan umum s}a>hib al-ma>l dalam memasuki jenis dunia usaha. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang dalam akad mud}a>rabah, tetapi ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarang.​[12]​
Dengan adanya transaksi akad mud}a>rabah, maka akad yang dilakukan antara nasabah dan bank cukup berimplikasi terhadap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak bank dan nasabah, yaitu: pertama, modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai, dengan mengucapkan ijab dari pemilik modal, modal harus diketahui dengan jelas dan diketahui ukurannya agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba yang dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian yang disepakati. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mud}a>rabah yang telah disepakati, maka terjadi kecacatan dalam mud}a>rabah.​[13]​ Kecacatan ini menyebabkan pengelolaan harta tersebut dianggap ghasab.​[14]​
Kedua, bagi orang yang melakukan akad antara pemilik modal dan pengelola usaha disyaratkan mampu dan ahli dalam mewakilkan, sebab mud}a>rib mengusahakan harta pemilik modal yang menjadi wakil dengan melakukan tasharruf,​[15]​ maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan. Ketika harta di-tasharruf-kan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta itu berkedudukan sebagai amanat (titipan).​[16]​
Ketiga, mud}a>rabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta (mud}a>rib) untuk berdagang di tempat, waktu dan barang-barang tertentu. Sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mud}a>rabah, yaitu keuntungan. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, jika laba tidak jelas, mud}a>rabah menjadi batal. Bila dalam mud}a>rabah ada persyaratan-persyaratan, maka mud}a>rabah menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, mud}a>rabah tersebut sah.​[17]​
Aspek mud}a>rabah  mengikuti inovasi ulama kontemporer dalam sistem mud}a>rabah, bank menerima dana dari s}a>hib al-ma>l dalam bentuk dana sebagai sumber dana, sumber dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mud}a>rabah  dengan jangka waktu yang bervariasi. Dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan inilah yang dibagi hasilkan antara bank dengan pihak pertama.​[18]​ Bank Syari’ah tidak dapat menyalurkan sejumlah dana begitu saja kepada mud}a>rib  atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko mengenai pembiayaan yang diberikan kepada mud}a>rib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka sudah semestinya bank memiliki ketentuan dalam melakukan pembiayaan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi dan untuk memaksimalkan keuntungan. 
Dalam praktiknya, syarat yang dapat diterapkan berupa: penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal, bila porsi modal mud}a>rib dalam usaha relatif tinggi, intensifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena ia juga akan menanggung kerugian atas tindakannya. Penetapan agunan berupa fixed asset​[19]​, dan pengenaan jaminan juga akan mencegah mud}a>rib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikan menjadi harga dari penyelewengan perilakunya.
Syarat selanjutnya adalah penggunaan pihak penjamin begitu penting karena sering kali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat  karakter calon mud}a>rib. Menghadapi situasi semacam ini, bank dapat meminta agar calon mud}a>rib  menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon mud}a>rib, dan bersedia menjadi penjamin atas character risk​[20]​ calon mud}a>rib. Penggunaan pihak pengambil alih hutang, dalam beberapa kasus pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon mud}a>rib bila terjadi kerugian yang disebabkan character risk calon mud}a>rib. Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara s}a>hib al-ma>l dan mud}a>rib dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur ‘iwad (countervalue)​[21]​ dari proyek itu sendiri, yaitu resiko, nilai tambah dari kerja, usaha dan tanggungan. Bank menyediakan pembiayaan yang diperlukan pemilik modal, dengan begitu bagian keuntungan dibagi sesuai yang disepakati bersama. 
Bank memiliki resiko tinggi dalam menyerahkan modal kepada mud}a>rib sebagai pihak yang menjalankan usaha, manajemen dan mud}a>rib bertanggung jawab terhadap kerugian hanya jika mud}a>rib lalai.​[22]​ Dalam melakukan mud}a>rabah, pihak-pihak harus saling melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha nasabah. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka bagi hasil berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk didalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu pada standar yang baku, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
Pengalaman penulis dan beberapa informasi nasabah, bahwa keuntungan yang mestinya disepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah yang terjadi. Pihak bank telah menetapkan standar keuntungan dari hasil kerjasama yang dilkaukan dengan nasabah, sedangkan nasabah tidak bisa menawar keuntungan yang diperoleh oleh bank, tentu hal ini menyalahi asas kontrak atau transaksi syariah, yaitu kesukarelaan dan keadilan. Sebagaimna dalam hukum bisnis Islam, bahwa suatu transaksi harus memenuhi unsur-unsur akad, jika hal itu tidak terpenuhi, maka menjadi rusak atau batal akad tersebut. Sedangkan salah satu syarat dalam akad adalah kesukarelaan. 
                             	
Artinya:“ Hai orang-orangt yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. al-Nisa’: 29).
Oleh karena itu, beradasarkan ayat di atas segala transaksi harus di dasarkan pada kesukarelaan atau keridhaan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, apabila dalam transaksi ini tidak terpenuhi maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang batil. Demikian juga dalam transaksi harus adil. Tidak boleh salah satu pihak yang menentukan keuntungan atau harga tanpa memperhatikan pihak yang lainnya, jika terjadi maka sama saja dengan dzalim. Kebolehan mud}a>rabah juga dapat di qiyas-kan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan, selain itu kebolehan praktik mud}a>rabah merupakan ijma’ ulama). Jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugiannya. ​[23]​
Sedangkan dalam aspek bagi hasil dengan dipadukan undian berhadiah, BMT mempunyai regulasi dalam penerapan produk yang dijalankan, Dalam produk Si Berkah, seorang nasabah yang telah menabung uang sebesar dua juta Rupiah tidak mempunyai keharusan untuk setiap bulannya menabung, tetapi untuk lebih mempunyai peluang dalam memenangkan undian umrah ini, 1 orang nasabah bisa mendaftar dan mempunyai beberapa rekening dengan satu nama namun dengan nomor rekening yang berbeda. Uang sebesar dua juta Rupiah tersebut baru dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo. Pihak BMT Bina Insan Mandiri sendiri dapat memperoleh keuntungan dari uang yang mengendap selama 1 tahun, dengan begitu pihak BMT dapat menggunakan uang nasabah dalam melakukan usaha dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang tidak melanggar syari’ah.
Dalam konsepnya, akad yang di gunakan dalam Simpanan Si Berkah menggunakan prinsip mud}a>rabah, bagi hasil Si Berkah dapat dibayarkan setiap bulan atau pada saat tanggal jatuh tempo, hari bagi hasil mulai dihitung dari hasil pembukaan bilyet Si Berkah sampai tanggal jatuh tempo dengan hari bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Keuntungan yang di dapat nasabah setiap tahunnya sebesar 2%.​[24]​ Dari uang yang terkumpul dari nasabah, uang tersebut dikelola sendiri oleh BMT Bina Insan Mandiri, karena jika BMT Bina Insan Mandiri melibatkan pihak ke-3 maka keuntungan yang di dapat oleh pihak BMT Bina Insan Mandiri akan semakin mengecil dan semakin sulit untuk menutupi dana yang keluar guna membiayai umrah.

Landasan Hukum Akad Mud}a>rabah 
Dalil yang menjadi rujukan akad mudarabah adalah al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2:
                     
Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Ma>idah: 2)​[25]​
Mud}a>rabah secara bahasa berarti “bepergian” atau “berjalan”. Hal ini telah dinyatakan di beberapa ayat  al-Qur’an, diantaranya dalam al-Qur’an surat al-Muzammil ayat 20: 
         
Artinya: “Dan dari orang–orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ”. (QS. al-Muzammil: 20)​[26]​
Manusia dianjurkan mencari karunia Allah SWT, hal ini diperjelas kembali dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 198 bahwa:
         
Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhan-MU…”.(QS. al-Baqarah: 198)​[27]​
Dalam hadis juga diterangkan yang berkaitan dengan mud}a>rabah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirad} (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
Kebolehan mud}a>rabah juga dapat di qiyas-kan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan, selain itu kebolehan praktik mud}a>rabah merupakan ijma’ ulama). ​[28]​ Islam adalah agama yang sangat memperhatikan seluruh kebutuhan manusia dalam memberikan landasan kehidupan. Manusia mempunyai kebebasan dalam bermuamalah, agar manusia dapat memenuhi segala yang dibutuhkan dalam mencapai kemaslahatan umat manusia. Sehingga tujuan dan dibolehkannya melakukan kerjasama dalam menjalin usaha, merupakan jalan keluar dalam memberi kemudahan bagi umat manusia bertransaksi muamalah, karena diantara umat manusia ada yang berkecukupan dan ada pula yang berkekurangan, dengan adanya kerjasama diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.​[29]​
Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, diriwayatkan dari Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberang sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab terhadap hartaku”.​[30]​ 
Analisis Kontradiksi Hukum Produk Si Berkah
Undian berhadiah umrah di “BMT Bina Insan Mandiri” ada indikasi unsur taruhan, karena untuk mengikuti program Si Berkah yang mempunyai peluang berangkat umrah gratis, nasabah terlebih dahulu menjadi mitra “BMT Bina Insan Mandiri”  dengan mengikuti produk khusus Si Berkah. Dengan kata lain, nasabah harus mengeluarkan harta terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiah dan harta yang lebih baik, padahal dalam maqa>sid al-syari’ah sudah dijelaskan bahwa “kemudaratan harus dihilangkan”.​[31]​ Dalam menyelenggarakan undian berhadiah harus memperhatikan aspek kemanusiaan agar pelaksanaan undian berhadiah tidak sampai merugikan masyarakat, karena “BMT Bina Insan Mandiri” sebagai pihak penyelenggara tidak menepati janji, dalam mengikuti undian berhadiah, tidak hanya tergiur dengan hadiah yang dijanjikan, namun juga memperhatikan aspek keamanan serta maslahah untuk mengikuti undian berhadiah umrah. hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam, bahwa: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan/ maslahah”.​[32]​ Dengan bagi hasil yang diberikan pihak “BMT Bina Insan Mandiri” kepada nasabah, secara bagi hasilnya tidak ada yang dirugikan, namun dari aspek persentase bagi hasil dan jangka waktu uang simpanan diambil, nasabah merasa dirugikan sekalipun uang nasabah kembali dua juta Rupiah dan nasabah memperoleh bagi hasil dari “BMT Bina Insan Mandiri”.
Dalam Maqa>sid al-Syari’ah juga diperjelas, bahwa manusia “tidak boleh membuwat kemudaratan untuk dirinya sendiri dan kemudaratan untuk orang lain”. Dengan adanya undian berhadiah umrah yang dilaksanakan oleh “BMT Bina Insan Mandiri”, menurut penulis lotre (ya nashib) bisa masuk kategori judi karena memenuhi dua unsur, seperti yang dikatakan oleh Amidhan sebagaimana dikutip oleh Mahladi. Pertama, terdapat unsur maisir (untung-untungan) sebab hadiah yang diberikan kepada nasabah yang beruntung tidak terkait dengan jumlah tabungan, melainkan hanya berdasarkan kecocokan angka atau faktor kebetulaan. Kedua, mengandung unsur Ighra yaitu memberi iming-iming atau daya tarik luar biasa. Seorang nasabah yang mengikuti produk Si Berkah pasti dalam hatinya berharap mendapat hadiah .​[33]​ meskipun uang simpanan nasabah tidak mengalami pengurangan sama sekali dan secara bagi hasil yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak dsalam akad mudarabah dan tingkat bagi hasilnya juga tidak sebanding dengan lamanya kerjasama yang dilakukan nasabah dengan BMT Bina Insan Mandiri.
Dengan adanya undian berhadiah umrah yang dilaksanakan oleh “BMT Bina Insan Mandiri”, menurut penulis lotre (ya nashib) bisa masuk kategori judi karena memenuhi dua unsur, seperti yang dikatakan oleh Amidhan sebagaimana dikutip oleh Mahladi. Pertama, terdapat unsur maisir (untung-untungan) sebab hadiah yang diberikan kepada nasabah yang beruntung tidak terkait dengan jumlah tabungan, melainkan hanya berdasarkan kecocokan angka atau faktor kebetulaan. Kedua, mengandung unsur Ighra yaitu memberi iming-iming atau daya tarik luar biasa. Seorang nasabah yang mengikuti produk Si Berkah pasti dalam hatinya berharap mendapat hadiah .
Meskipun dalam undian berhadiah terdapat unsur ighra​[34]​ yang nampaknya membawa kerusakan yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Safiudin Shiddik bahwa kebiasaan bermain lotre akan membentuk mental-mental manusia yang hanya ingin memperoleh kekayaan tanpa harus berusaha. Padahal Allah SWT telah memberi jalan bahwa untuk mendapatkan kekayaan disyari’atkan dengan bekerja. Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan dalam kaidah syari’at Islam disebutkan bahwa “sesuatu yang membawa keharaman adalah haram dan mencegah perkara yang membawa kerusakan adalah wajib”. Karena undian berhadiah dapat membentuk manusia bersikap boros yang diharamkan. Dengan mengharamkan transaksi seperti ini, maka akan menjaga harta dan ahlak orang Islam.​[35]​ Meskipun dalam undian berhadiah umrah di “BMT Bina Insan Mandiri” posisi uang nasabah hanya menjadi jaminan agar nasabah dapat mengikuti undian Si Berkah dan pengaplikasian bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan kontrak yang berlaku, namun perekonomian hanya berpusat pada pegawai BMT Bina Insan Mandiri.
Sekalipun dari aspek aplikasi mud}a>rabah tidak memiliki kendala dalam tata cara kerjasama yang dijalankan dengan disertai sistem bagi hasil yang diperoleh, namun dari sudut pandang undian berhadiah yang dijalankan dapat memunculkan hukum yang berbeda menganai produk Si Berkah dari sisi sumber dana hadiah yang diberikan kepada nasabah dab tata cara pengundian hadiah umrah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Kesimpulan
Aplikasi mud}a>rabah dalam produk Si Berkah (Simpanan Berangkat ke Mekah) di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dalam sistem bagi hasil dari BMT Bina Insan Mandiri dilakukan menggunakan akad mud}a>rabah sesuai ketentuan pada awal kontrak produk “Si Berkah”. Dengan persentase pembagian hasil keuntungan, sebesar 2% bagi nasabah dan 98% bagi BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel, nisbah keuntungan ini bisa di ambil setiap bulan atau pada waktu jatuh tempo, serta diikuti dengan pengundian hadiah umrah setiap satu tahun sekali secara terbuka.
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